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MOTO

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Janganlah engkau sempitkan hatimu yang
akan membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat
(Q.S Al Insyirah : 1)
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Dosen Pembimbing Skripsi,
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RINGKASAN
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Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang sering digaungkan oleh
negara-negara yang menganut paham demokrasi. Secara luas, demokrasi mampu
diterima dibandingkan dengan sistem lainnya oleh sebagian besar negara di dunia.
Hal ini dikarenakan demokrasi memberikan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (HAM). Perkembangan HAM di Indonesia mulai diakomodir pada tahun
1999 tepatnya pada masa Reformasi. Sebagai hak setiap invidivu, Indonesia sebagai
negara hukum telah mengakomodir kebebasan berpendapat melalui perubahan
keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
E Ayat (3) serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun,
kebebasan berpendapat bukanlah sebuah hak yang bersifat absolut. Kebebasan
berpendapat merupakan hak yang bersifat derogable right atau hak yang dapat
dikurangi. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak ini demi
kepentingan umum, seperti menjaga ketertiban umum, keamanan negara, serta
melindungi hak-hak orang lain. Pembatasan tersebut diatur melalui instrumen
hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat
dan kepentingan publik.

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia
resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP Baru ini
merupakan peraturan terbaru yang mengatur permsalahan pidana di Indonesia
sebagai bentuk untuk menggantikan KUHP yang lama. Namun, kehadiran KUHP
baru ini menjadi polemik di masyarakat dikarenakan kehadiran delik mengenai
penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara yang dituangkan pada Pasal
240 dan Pasal 241 KUHP Baru. Kedua pasal ini dinilai berpotensi menjadi pasal
yang bersifat karet dikarenakan membatasi kebebasan berpendapat secara
berlebihan, terutama terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara.
Pemerintah atau lembaga negara merupakan organisasi, badan, lembaga yang
memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang
di wilayah tertentu. Mereka yang berwenang pada pemerintah atau lembaga adalah
mereka yang dipilih melalui pemilihan umum oleh masyarakat secara langsung.
Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Melalui pasal ini, dapat dilihat jika pasca runtuhnya Orde Baru (Orba),
Indonesia mulai membawa perubahan seperti lengsernya pemimpin sentral,



munculnya proses politik yang melibatkan masyarakat, percepatan pencerahan
politik rakyat, kesadaran untuk memperkuat proses check and balances dan
perubahan mendasar dalam konstitusi Republik Indonesia. Sehingga, masyarakat
tentunya memiliki hak dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah serta
lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya agar tidak terjadinya
penyalahgunaan.

Dengan hadirnya KUHP baru, tentunya terjadinya reformasi terhadap konstruksi
hukum pidana di Indonesia. Permasalahan terjadi dengan adanya Pasal 240 dan
Pasal 241 KUHP baru yang mengatur tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau
Lembaga Negara. Di mana, kedua pasal ini menjadikan pimpinan pemerintah atau
lembaga negara sebagai subjek hukum pidana untuk melakukan pelaporan terhadap
tindak pidana di atas. Dalam menentukan apakah seseorang dapat ditetapkan
sebagai subjek hukum pidana tentunya seseorang tersebut dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Sebagaimana diketahui, penerapan
hukum pidana terhadap pemerintah atau lembaga negara ini berlaku berdasarkan
asas konkordansi, yang merupakan prinsip yang digunakan untuk menerapkan
hukum Eropa atau hukum yang berlaku di negara Belanda bagi golongan Eropa
yang tinggal di Hindia Belanda. Asas konkordansi ini diatur dalam Pasal 131
Indische Staatsregeling.

Menurut KUHP baru dapat dipahami jika pada dasarnya hanya terdapat 2 (dua)
subjek hukum yaitu Setiap Orang dan Korporasi. Sedangkan pada KUHP lama yang
menganut asas universitas delinquere non potes, subjek hukum hanyalah orang
perorangan atau manusia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum baru hadir
di Indonesia ketika diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Dikarenakan adanya penerapan delik aduan, maka dapat dilihat jika pada dasarnya
sebuah penghinaan terhadap sesuatu tentunya didasarkan pada adanya rasa
ketersinggungan. Jika kita lihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang
(korban), akibat dari suatu penghinaan ini menimbulkan sekian macam rasa yang
pada dasarnya tidak nyaman bagi korban. Rasa semacam ini misalnya rasa malu,
tersinggung atau tercemar atau terhina, yang berikutnya dapat melahirkan rasa
benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Perasaan
seperti itu sesungguhnya merupakan suatu penderitaan immateriil. Penderitaan ini
bisa dirasakan ringan, tetapi bisa juga dirasakan sangat berat. Inilah sifat subjektif
dari penghinaan bagi pribadi korban. Rasa ini tentunya hanya dapat dirasakan oleh
seorang individu yang memiliki akal budi bukan sebuah lembaga atau badan yang
diciptakan hukum secara fiksi.
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Pada dasarnya pemerintah atau lembaga negara adalah sebuah organ yang tidak
dapat merasakan sesuatu atau memiliki akal budi. Namun, manusia dapat
merasakan serta memiliki hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat
dipahami sebenarnya yang akan tersinggungnya nanti adalah mereka yang bekerja
di instansi pemerintahan atau lembaga tersebut, bukan pemerintah atau lembaga
negara yang dimaksud. Keterwakilan untuk mengajukan aduan dugaan pelanggaran
di dalam Pasal 240 Ayat (3) dan Pasal 241 Ayat (3) KUHP baru juga tidak dapat
dipastikan secara jelas. Sebagaimana telah disebutkan, rasa ketersinggungan hadir
melalui perasaan kita sendiri sebagai korban yang merasakan kerugian immateriil
akibat suatu penghinaan yang kita dapatkan. Maka sejatinya “rasa
ketersinggungan” haruslah dirasakan oleh yang bersangkutan langsung bukan dari
orang lain.
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ABSTRAK

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia
resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP Baru ini
merupakan peraturan terbaru yang mengatur permsalahan pidana di Indonesia
sebagai bentuk untuk menggantikan KUHP yang lama. Namun, kehadiran KUHP
baru ini menjadi polemik di masyarakat dikarenakan kehadiran delik mengenai
penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara yang dituangkan pada Pasal
240 dan Pasal 241 KUHP Baru. Kedua pasal ini dinilai berpotensi menjadi pasal
yang bersifat karet dikarenakan membatasi kebebasan berpendapat secara
berlebihan.

Menurut KUHP baru dapat dipahami jika pada dasarnya hanya terdapat 2 (dua)
subjek hukum yaitu Setiap Orang dan Korporasi. Sedangkan pada KUHP lama yang
menganut asas universitas delinquere non potes, subjek hukum hanyalah orang
perorangan atau manusia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum baru hadir
di Indonesia ketika diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Pada dasarnya pemerintah atau lembaga negara adalah sebuah organ yang tidak
dapat merasakan sesuatu atau memiliki akal budi. Namun, manusia dapat
merasakan serta memiliki hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat
dipahami sebenarnya yang akan tersinggungnya nanti adalah mereka yang bekerja
di instansi pemerintahan atau lembaga tersebut, bukan pemerintah atau lembaga
negara yang dimaksud. Sebagaimana telah disebutkan, rasa ketersinggungan hadir
melalui perasaan kita sendiri sebagai korban yang merasakan kerugian immateriil
akibat suatu penghinaan yang kita dapatkan. Maka sejatinya ‘“rasa
ketersinggungan” haruslah dirasakan oleh yang bersangkutan langsung bukan dari
orang lain.

Kata kunci (keyword): KUHP, Pemidanaan, Tindak Pidana Penghinaan
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perjuangan yang tak terbayarkan dengan apapun kecuali kebanggaan dan
kesenangan tiada tara nya.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini,
hanya terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga
Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semua. Atas perhatian dan dukungannya

penulis menyampaikan terima kasih.
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